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ABSTRAK 

 

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, 

luka, atau penderitaan terhadap orang lain baik secara fisik maupun psikis. 

Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila 

terpenuhi unsur-unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan 

terhadap fisik korban serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada 

perkara Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara 

Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 

KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada 

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan 

pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim dalam 

menjatuhkan putusan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan, 

keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di 

persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. 

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah 

sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, dimana pelaku 

penganiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya demi 

memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, penganiayaan, putusan 

pengadilan. 




